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ABSTRAK 
 
Nama : Jumriati 
Nim : 90300114113 
Judul Skripsi : Dampak Ekonomi Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove 
Melalui Pemberdayaan Masyarakat: Studi Usaha Kepiting 
Bakau Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur 
Kabupaten Sinjai 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana “Dampak 
Ekonomi Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove Melalui Pemberdayaan 
Masyarakat: Studi Usaha Kepiting Bakau Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai 
Timur Kabupaten Sinjai” yang diurai ke dalam dua rumusan sub masalah: (1) 
Bagaimana dampak ekonomi pengelolaan kawasan hutan mangrove melalui usaha 
kepiting bakau di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten 
Sinjai. (2) Bagaimana hambatan dalam pengembangan usaha pengelolaan kepiting 
bakau di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. 
Untuk mendpatkan data dan informasi valid maka penelitian ini 
menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi yang sepenuhnya 
menggunakan metode penelitian kualitatif.  
Dari data lapang menunjukkan bahwa pengelolaan usaha kepiting bakau 
mempunyai dampak ekonomis yang relatif signifikan terhadap masyarakat 
setempat. Meskipun demikian, masih dijumpai sejumlah hambatan dalam 
pengembangan usaha kepiting bakau di kawasan tersebut. Diantaranya, hambatan 
sosial antara lain karena kurangnya kesadaran masyarakat (social awareness) 
dalam melestarikan ekosistem hutan mangrove, sehingga berdampak pada 
menurunnya kualitas lingkungan hutan mangrove tersebut. Selain itu aspek 
ekologis, baik karena konsentrasi limbah rumahtangga yang tidak terkendali di 
kawasan hutan mangrove juga karena pengaruh kemarau panjang sehingga 
berdampak menipisnya stok bibit kepiting bakau setempat. 
Diharapkan agar kualitas lingkungan ekosistem hutan mangrove tetap 
terjaga menyusul usaha kepiting bakau di kawasan tersebut berkesinambungan, 
maka intervensi program dan regulasi pemerintah Kabupaten Sinjai sangat 
diharapkan. 
 
Kata Kunci: Ekosistem Hutan Mangrove, Usaha Kepiting Bakau. 
 
 
 
 
1 
 
BAB I 
 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara bahari dan kepulauan terbesar di Dunia yang 
tersusun atas 17.504 pulau (baru 13.446 pulau yang telah diberi nama dan 
didaftarkan ke PBB), memiliki 95.181 km garis pantai (terpanjang kedua setelah 
Kanada), dan 75 persen wilahyahnya berupa laut (5,8 juta km
2
) termasuk ZEEI 
(Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia). 
Di wilayah pesisir dan laut terkandung kekayaan alam yang sangat besar       
dan beragam, baik berupa Sumber Daya Alam (SDA) terbarukan (seperti  
perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut, dan produk-produk 
bioteknologi); SDA tak terbarukan (seperti minyak dan gas bumi, timah, biji besi, 
bauksit, dan mineral lainnya); energi kelautan (seperti pasang-surut, gelombang, 
angin,dan OTEC atau Ocean Thermal Energy Convesion); maupun jasa-jasa 
lingkungan kelautan untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan pengelolaan 
sumber keragaman hayati serta plasma nutfah. Kekayaan SDA dan jasa-jasa 
lingkungan kelautan tersebut dapat kita dayagunakan untuk kemajuan dan ke-
makmuran bangsa melalui sedikitnya 11 sektor kelautan: (1) perikanan tangkap, 
(2) perikanan budidaya, (3) industri pengolahan hasil perikanan, (4) industri 
bioteknologi kelautan, (5) pertambangan dan energi, (6) pariwisata bahari, (7) 
hutan mangrove, (8) perhubungan laut, (9) sumberdaya wilayah pulau-pulau kecil, 
(10) industri dan jasa maritim, dan (11) SDA non-konvensional. Total nilai 
 
2 
 
ekonomi dari kesebelas sektor ekonomi kelautan itu diperkirakan mencapai 1,2 
trilyun dolar AS/tahun, dan dapat menyediakan lapangan kerja untuk 40 juta 
orang. Sampai sekarang, potensi ekonomi yang luar biasa besar, ibarat „Raksasa 
Yang Tertidur‟ itu belum dimanfaatkan secara prodiktif dan optimal (Dahuri, 
2017). 
Melalui Agama Allah manusia diberi pengarahan bahwa manusia 
diberikan kekuasaan oleh Allah untuk memanfaatkan alam semesta ini, 
sebagaiman dijelaskan dalam Qs Al-Baqarah: 2:29 yang berbunyi: 
                      
               
 
Terjemahnya: 
“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu 
dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. 
Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”  
 
Ayat ini mendorong manusia untuk melembutkan hati manusia dan 
mensyukuri nikmat Allah dan Dialah Allah yang mendidik manusia dalam 
pemanfaatan alam semesta melalui cara yang tidak menyesatkan atau melampaui 
batas. Melalui pendidikan islam manusia dididik untuk memanfaatkan alam 
semesta sesuai dengan pemerintah dan syariat-syariatnya, Allah tidak 
mengtoleransikan kezhaliman dan permusuhan dia hanya menyuruh manusia 
untuk saling mengasihi dan saling bertanggung jawab. 
Selain itu wilayah pesisir juga merupakan tempat yang nyaman 
(comfortable) untuk pemukiman, lokasi yang indah untuk rekreasi, mudah untuk 
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transportasi air dan pelabuhan, mudah untuk mendapatkan air pendingin (cooling 
water) bagi pabrik-pabrik dan pembangkit listrik (power plants), dan celakanya 
relatif mudah dan murah untuk pembuangan beragam jenis limbah. Oleh karena 
itu, wilayah pesisir diseluruh dunia biasanya merupakan konsentrasi pemukiman 
manusia dan berbagai kegiatan ekonomi, seperti perikanan tangkap, perikanan 
budidaya, pelabuhan, pertambangan dan energi, pertanian pesisir (coastal 
agriculture), kehutanan, kawasan industri, kawasan perkotaan, dan pemukiman. 
Sekitar 60% penduduk Indonesia bermukim di wilayah pesisir, kurang lebih 50 
km dari garis pantai ke arah darat (hulu) hampir 70% dari seluruh kota di tanah air 
ini terletak di wilayah pesisir. 
Hutan mangrove sebagai salah satu ekosistem pesisir merupakan 
komunitas vegetasi pantai hutan tropis yang didominasi oleh beberapa spesies 
pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut 
pantai berlumpur. Komunitas vegetasi ini umumnya tumbuh pada daerah intertidal 
dan supratidal yang cukup mendapat aliran air dan terlindung dari gelombang 
besar dan arus pasang surut yang kuat. Karena itu, hutan mangrove banyak 
ditemukan di pantai-pantai teluk yang dangkal, dan daerah pantai yang terlindung 
(Mahi,A.K. 2016). 
Seperti diketahui,  kawasan pesisir dan laut disuatu daerah memiliki 
peranan penting karena kawasan ini sangat strategis dalam mengembangkan 
potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan, yang dalam studi ini disebut 
sumberdaya pesisir. Sumberdaya pesisir sebagai sumber kehidupan diharapkan 
dapat mendukung pertumbuhan ekonomi disebuah daerah dan pada urutannya 
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menopang ekonomi nasional, sehingga perlu dikelola dengan baik. Pengelolaan 
dilakukan juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya krisis lingkungan 
hidup dan sumberdaya alam, sebagai sumber kehidupan. Salah satu sumberdaya 
pesisir yang perlu mendapat  perhatian adalah ekosistem hutan mangrove.  
Ekosistem mangrove merupakan ekosistem utama pulau-pulau kecil yang 
sangat penting bagi kelangsungan hidup berbagai jenis ikan dan kepiting bakau di 
kawasan tersebut maupun bagi bioata ekosistem lainnya. Sebagai salah satu 
ekosistem pesisir, hutan mangrove merupakan ekosistem yang unik namun rawan. 
Ekosistem ini mempunyai fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis 
ekosistem mangrove antara lain: pelindung pantai dari serangan angin, arus dan 
ombak dari laut, habitat (tempat tinggal), tempat mencari makan (feeding ground), 
tempat asuhan dan pembesaran (nursery ground), dan tempat pemijahan 
(spawning ground) bagi biota perairan. Sedangkan fungsi ekonominya antara lain: 
penghasil keperluan rumah tangga, penghasil keperluan industri, dan penghasil 
bibit (Dahuri et al.2001). 
Kepiting bakau merupakan salah satu komoditas perikanan yang hidup di 
perairan pantai khususnya di hutan bakau (mangrove) yang membentang luas di 
seluruh kawasan pantai nusantara. Pada mulanya kepiting bakau hanya dianggap 
hama oleh petani tambak, karena sering membuat kebocoran pada pematang 
tambak. Belakangan kepiting bakau mulai banyak diburu dan ditangkap oleh 
nelayan untuk penghasilan tambahan karena mempunyai nilai ekonomis tinggi. 
Kepiting bakau adalah salah satu jenis kepiting yang bernilai ekonomis, 
bukan saja karena ketersediaan di alam cukup banyak tetapi juga karena rasa 
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dagingnya yang enak sehingga sangat digemari oleh mereka yang khususnya 
sangat concern terhadap kuliner laut dan pesisir. Pembesaran dan penggemukan 
kepiting bakau dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan kepiting yang siap 
dijual dengan masa pemeliharaan yakni 2 bulan hingga 1 tahun. 
Kelimpahan kepiting bakau sangat dipengaruhi oleh kerapatan mangrove, 
dimana semakin tinggi kerapatan mangrove maka guguran daun mangrove yang 
jatuh juga akan semakin banyak dan keberadaan kepiting bakau semakin banyak, 
karena kerapatan mangrove akan mempengaruhi kerapatan mangrove jumlah 
bobot serasah yang dalam hal ini sebagai makanan alami dari kepiting bakau 
(Sirait, 1997).  
 
Tabel 1.1. Penyebaran Luas Hutan Bakau (Mangrove) Kecamatan 
Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. 
No. Nama Lokasi Desa/Keluarahan Luas (Ha) 
1 Bentenge Ds. Tongke-tongke 37.50 
2 Cempae Ds. Tongke-tongke 60.00 
3 Babana Ds. Tongke-tongke 35.00 
4 Maroanging Ds. Tongke-tongke 15.00 
  Jumlah    147,5 
Sumber: Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sinjai 2016. 
Desa Tongke-Tongke merupakan salah satu desa dalam wilayah 
Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai yang mempunyai kawasan hutan 
mangrove yang relatif baik. Kecematan Sinjai Timur yang  memiliki 4 Dusun 
meliputi Dusun Babana, Dusun Bentenge, Dusun Cempae dan Dusun Maroangin, 
yang secara umum merupakan kawasan konservasi hutan mangrove dengan luas 
tak kurang dari 147,5 hektar dan rapat pohonnya 0,5 x 0,5 meter. 
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Pemerintah Kabupaten Sinjai belakangan ini juga telah menfasilitasi 
sebuah sanggar tani yang dijadikan sebagai pusat pelatihan pengelolaan bakau dan 
pengembangan aktivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lebih 
berorientasi pada pemeliharaan bakau dan pengembangan budidaya perikanan. 
Karena itu, untuk pengembangan aquaculture seperti budidaya kepiting bakau di 
kawasan hutan mangrove Desa Tongke-Tongke sudah mulai dilirik oleh 
masyarakat setempat, meski masih merupakan usaha perorangan dan belum 
terorganisir dalam bentuk kelompok usaha. Usaha yang tumbuh dikalangan 
masyarakat kawasan mangrove tersebut masih dalam bentuk usaha skala rumah 
tangga (home industry). 
Seperti diketahui, pengembangan mangrove di Desa Tongke-Tongke 
merupakan hasil swadaya masyarakat dan telah berhasil membangun hutan 
mangrove secara fundamental bertujuan untuk perlindungan pantai dan 
perkampungan penduduk. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa dengan 
mengupayakan pemulihan hutan mangrove maka akan memperoleh manfaat baik 
secara langsung maupun tidak langsung dari hasil pelestarian tersebut. 
Hutan mangrove yang telah ditanam oleh masyarakat tersebut tumbuh dan 
berkembang sesuai dengan yang diharapkan, diantaranya menghalau hantaman 
badai, tercegahnya abrasi pantai, dan terbendungnya intrusi air laut ke sumur-
sumur penduduk. Belakangan, setelah penanaman tersebut memakan waktu tak 
kurang dari 20 tahun, manfaatnya kian dirasakan masyarakat. Meski demikian, 
muncul juga akses negatif menyusul pertumbuhan kawasan hutan mangrove yang 
spektakuler, yakni meningkatkan kecendrungan pengrusakan ekosistem hutan 
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mangrove seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat lokal 
seperti, penebangan pohon mangrove yang dijadikan kayu bakar untuk kebutuhan 
rumah tangga dan barang arang untuk diperdagangkan tanpa memperhatikan daya 
dukung dan daya pulihnya, serta meningkatnya aktivitas pencari kepiting 
(pasodok) yang mencari kepiting ke wilayah ekosistem mangrove yang tidak 
memiliki visi ekologis dan konservasi. Akibatnya, jika hal tersebut dibiarkan, 
maka keberadaan kawasan hutan mangrove Desa Tongke-Tongke tersebut pada 
urutannya terancam rusak.   
Di titik inilah, ide dan gagasan mendasar mengapa Desa tongke-Tongke 
harus dikembangkan kiat menguat menyusul kesadaran akan fungsi mangrove 
yang cukup penting bagi keberadaan masyarakat yang menetap di sekitarnya 
seperti fungsi ekonomis, fungsi ekologis, dan fungsi sosial. Dari alas pikir seperti 
ini pula, memberi ruang yang cukup bagi pemerintah daerah Kabupaten Sinjai 
untuk membantu dan mendorong kemungkinan pemberdayaan ekonomi 
masyarakat di sekitar kawasan hutan mangrove tersebut yang bervisi sosial dan 
ekologis-konservasi sekaligus. Di sini pula letak relefansi dan signivikan 
diterbitkannya peraturan Daerah No.8 Tahun 1999 tentang pelestarian, 
pengelolaan dan pemanfaatan hutan mangrove sebagai kawasan yang dilindungi 
dan merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
kehutunan (UU No.41/1999) yang menegaskan bahwa rehabilitas hutan dan lahan 
diselenggarakan melalui kegiatan: 1) Reboisasi, 2) penghijauan, 3) pemeliharaan, 
4) pengayaan tanaman, 5) penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan 
sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif.  
 
8 
 
Dengan berbagai pertimbangan dan pemanfaatan secara luas mengenai 
aspek pengelolaan kawasan hutan mangrove di Desa Tongke-Tongke Kecamatan 
Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, diperlukan data dan informasi yang memadai 
untuk kemudian mengungkap bentuk perberdayaan masyarakat khususnya 
budidaya kepiting bakau dan pengembangannya ke depan. 
Disejumlah lokasi di kawasan mangrove Desa Tongke-Tongke telah mulai 
tumbuh budidaya kepiting, di samping hasil tangkapan kepiting untuk segala 
ukuran pun sudah memiliki pasar tersendiri. Biasanya untuk ukuran yang belum 
memenuhi standar pasar akan dibesarkan atau digemukkan sehingga harganya 
meningkat. Pekerjaan penangkapan di kawasan ini dilakukan oleh anak-anak 
hingga orang dewasa, laki-laki atau perempuan dengan peralatan yang relatif 
sederhana. Alat tangkap yang umumnya dipergunakan antara lain buhu dan pintur 
sejenis dakkang, alat tersebut dipasang dengan jarak antara 10-15 meter di 
perairan dekat hutan bakau atau sepanjang sungai yang banyak terdapat kepiting 
bakau, Para nelayan melakukan pengecekan budidaya kepiting mereka secara 
teratur dengan menggunakan sampan. Hasil penangkapan segera dilakukan 
pengikatan sehingga mudah penanganan selanjutnya. Para nelayan menghindari 
hasil tangkapan yang telah diikat tersebut disimpan terlalu lama (lebih dari 3 hari), 
karena sangat berpengaruh terhadap kualitas kepiting. Bila jumlah hasil tangkapan 
cukup banyak dapat dilakukan seleksi ukuran yang siap dijual (bersih, gemuk, 
bertelur penuh). Ukuran kecil yang belum memenuhi standar pasar biasanya 
dibesarkan dalam kurungan yang ditempatkan dalam tambak/saluran air serta 
mendapat air dan diberi makan selama 1-2 minggu berdasarkan ukurannya. 
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Kepiting bakau yang baru saja dipanen segera diikat agar tidak lepas dan 
saling menyerang, serta memudahkan seleksi dan penanganan selanjutnya. 
Pengikatan dapat dilakukan dengan dua cara yakni: (1) pengikatan seluruh kaki 
dan capit sehingga kepiting tidak mampu bergerak, (2) pengikatan pada capit saja 
sehingga kepiting masih mampu bejalan tetapi tidak dapat menyerang. Pengikatan 
pertama mempunyai kelemahan bila dibiarkan dalam beberapa hari, ketika akan 
dilepas kepiting akan menjadi lumpuh, tidak lincah sehingga akan di nilai 
lemah/sakit yang dapat menurungkan mutu, sedangkan pengikatan cara kedua 
kepiting masih bisa lari kecuali yang lemah/sakit sehingga peluan lepas bila 
tempat penyimpanan tidak tertutup.  
Budidaya  kepiting di kawasan hutan mangrove Desa Tongke-Tongke, 
sangat potensial dikembangkan karena kawasan ini memiliki kerapatan huntan 
mangrove yang demikian tinggi, sehingga memungkinkan ketersediaan benih 
kepiting standar pasar yang berukuran antara 50 sampai 100 gram terpenuhi.   
Berangkat dari permasalahan tersebut, maka dipandang penting untuk 
melakukan pelitian lebih lanjut. Adapun judul penelitian ini adalah 
 “Dampak Ekonomi Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove Melalui 
Pemberdayaan Masyarakat: Studi Usaha Kepiting Bakau Desa Tongke-Tongke 
Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai” 
 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Fokus penelitian ini adalah Dampak Ekonomi Pengelolaan Kawasan Hutan 
Mangrove Melalui Pemberdayaan Masyarakat dalam Usaha Kepiting Bakau, yang 
sesuai dengan Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang pelestarian, pengelolaan 
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dan pemanfaatan hutan mangrove sebagai kawasan yang dilindungi. Tetapi dalam 
penelitian ini hanyalah berfokus pada Usaha Kepiting Bakau di Desa Tongke-
Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai yang mempunyai kegiatan 
sebagai pengembangan usaha kepiting bakau di kawasan tersebut 
berkesinambungan. 
 
1. Tahap lapangan meliputi: 
a. Mengadakan observasi langsung ke lapangan dengan melibatkan beberapa 
informan untuk memperoleh data. 
b. Memasuki lapangan dengan mengamati beberapa fenomena proses dan 
wawancara dengan pihak yang bersangkutan. 
c. Penyusunan laporan penelitian berdasarkan data yang diperoleh. 
2. Tahap pengecekan data 
Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah mengadakan pengecekan 
data pada subjek informan atau dokumen untuk membuktikan validitas data yang 
diperoleh, pada tahap ini juga dilakukan perbaikan data baik dari segi bahasa 
maupun sistematiknya sehingga dalam hasil laporan peneliti memperoleh derajat 
kepercayaan yang tinggi.  
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka dapat 
dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Pengelolaan atau 
Pemanfaatan Kawasan Hutan Mangrove Melalui Pemberdayaan Masyarakat: 
 
11 
 
Studi kasus usaha kepiting bakau Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur 
Kabupaten Sinjai. 
Untuk mengurai lebih jauh berikut dikemukakan sub masalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana dampak ekonomi pengelolaan kawasan hutan mangrove 
melalui usaha kepiting bakau di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai 
Timur Kabupaten Sinjai. 
2. Bagaimana hambatan dalam pengembangan usaha pengelolaan kepiting 
bakau di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. 
 
D. Kajian Pustaka  
1. Penelitian Terdahulu 
Graziano Raymond P. (2010) Pengelolaan Hutan Mangrove Berbasis 
Masyarakat Di Kecamatan Gending, Probolinggo Dari penelitian di atas 
menunjukkan bahwa vegetasi mangrove yang ditemukan meliputi 7 spesies dari 3 
famili, yaitu famili Avicenniaceae (Avicennia alba dan Avicennia marina), famili 
Rhizophoraceae (Rhizophora mukronata, Rhizophora apiculata, Rhizopora 
stylosa, dan Bruguiera gymnorrhiza), dan famili Sonneratiaceae (Sonneratia 
alba), dengan nilai indeks keanekaragaman (H‟) vegetasi mangrove di Kecamatan 
Gending pada masing-masing stasiun berkisar antara 0,91- 1,69 dan kondisi 
parameter lingkungan vegetasi mangrove di Kecamatan Gending diperoleh tekstur 
tanah pasir berlempung, lempung berpasir dan lempung liat berpasir, pH tanah 
berkisar antara 6,6-7,1; suhu berkisar 29,31 oC; salinitas berkisar 27-31 ppt; dan 
kandungan bahan organik antara 1,09-7,65 
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Nur Ansari Rangka (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “Status 
Usaha Kepiting Bakau Ditinjau dari Aspek Peluang dan Prospeknya” Hasil 
penelitian bahwa bahwa produksi induk siap tetes sudah berhasil baik, produksi 
larva tidak banyak masalah maupun pemeliharaan larva hingga kepiting muda 
masih mengalami moralitas yang tinggi.  
Imelda (2012) tentang “Analisis Risiko Pada Usaha Penangkapan Kepiting 
Bakau Di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak” Hasil penelitian ini 
bahwa Risiko biaya pada usaha penangkapan kepiting bakau disebabkan oleh 
adanya variasi pada biaya tetap dan variabel. Risiko produksi disebabkan oleh 
berfluktuasinya hasil tangkapan, keterbatasan sarana dan prasarana serta 
terbatasnya modal. Risiko keuntungan disebabkan oleh bervariasinya hasil 
tangkapan kepiting serta adanya perbedaan harga di tingakat pedagang ( pedagang 
pengecer, pedagang pengumpul dan pedagang besar). 
 
E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas maka tujuan yang 
ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Dampak Ekonomi 
Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Tongke-Tongke Kecematan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, meliputi: 
1. Mengetahui lebih jauh dampak ekonomi pengelolaan kawasan hutan 
mangrove melalui usaha kepiting bakau di Desa Tongke-Tongke 
Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.  
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2. Mengenali lebih jauh hambatan dalam pengembangan usaha pengelolaan 
kepiting bakau di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur 
Kabupaten Sinjai.  
2. Kegunan Penelitian  
1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi jurusan 
Ilmu Ekonomi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di samping 
itu, juga diharapkan bisa menambah pengetahuan dan pengalaman penulis 
terutama dalam mengembangkan ilmu yang diperoleh selama menjalani 
studi. 
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan 
pertimbangan usaha kepiting bakau di kawasan Hutan mangrove Desa 
Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. 
3. Kontribusi bagi pengembangan ilmu terkait studi yang sementara diteliti. 
Disamping itu, Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran awal 
bagi studi lanjutan penelitian yang sama dimasa depan yang dekat. 
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BAB II 
 
TINJAUAN TEORITIS 
 
A. Teori Tentang Pengelolaan Hutan Mangrove  
 
1. Teori Pengelolaan  
a. Pengertian Pengelolaan 
Pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” 
mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan 
memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efesien guna 
mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya (Harsoyo, 1997). 
Pengelolaan dari kata kelola menurut bahasa adalah penyelenggara 
(Poerwadarminta,1976). Menurut Siswanto pengelolaan merupakan suatu aktifitas 
yang sistematis dan saling bersusulang agar tercapai tujuan (Siswanto 2005). 
Pengelolaan menurut Murniati A. R (2002) adalah peroses mengkoordinasikan 
dan mengintegrasikan semua sumber daya, baik manusia maupun teknikalnya, 
untuk mencapai berbagai tujuan khusus yang ditetapkan dalam suatu organisasi. 
Pengelolaan menurut Wolloberg (2002) merupakan suatu proses yang 
digunakan untuk menyesuaikan strategi pengelolaan supaya mereka dapat 
mengatasi perubahan dalam intraksi antar manusia. Balderton (2001) 
mengemukakan bahwa pengertian pengelolaan yaitu menggerakkan, 
mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara 
efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian pengelolaan 
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menurut Moekijat (2003) merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian dan 
pengawasan. 
Berdasarkan pengertian di atas penulis menarik keesimpulan bahwa 
pengelolaan adalah suatu proses aktifitas yang bertujuan untuk menggali dan 
memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efesien serta 
digunakan untuk menyesuaikan strategi pengelolaan untuk mencapai tujuan 
tertentu yang telah di rencanakan sebelumnya. 
b. Tahapan Pengelolaan Hutan Mangove 
Dalam Pengelolaan hutan mangrove didasarkan tiga tahapan utama atau 
isu-isu ekologi dan sosial ekonomi, kelembagaan dan perangkat hukum, serta 
strategi pelaksanaan rencana dari ekologi itu terdapat dampak ekologis tindakan 
yang dilakukan manusia terhadap hutan mangrove. akibat dari ulah manusia harus 
dapat diteliti atau ditindak lanjuti yang telah terjadi dikemudian hari. Lebih dari 
50% hutan mangrove di Indonesia rusak sehingga fungsinya itu menurun, itu 
mencankup aspek dari kebiasaan manusia dalam memanfaatkan sumberdaya 
mangrove. isu ekonomi juga terdapat pemahaman tentang nilai dan fungsi dari 
ekosistem mangrove diantara penentu kebijakan dan pemahaman masyarakat 
lokal, perencanaan pengelolaan ekosistem mangrove yang belum optimal dan 
masih banyak lagi. Dari kelembagaan itu menjadi lembaga yang sangat terampil 
atau ahli dalam pengelolaan mangrove. namun lembaga yang dimaksud masih 
belum efektif dalam pengelolaan ekosistem mangrove. sedangkan dari perangkat 
hukum, penegakan hukum dalam pengelolaan ekosistem mangrove juga masih 
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belum efektif dan juga belum ada payung-payung untuk strategi pengelolaan 
ekosistem mangrove (Mangkay, Harahab, & Polii, 2012). 
Kerusakan hutan mangrove diantaranya disebabkan oleh tekanan dan 
pertambahan penduduk yang demikian cepat terutama di daerah pantai, 
mengakibatkan adanya perubahan tata guna lahan dan pemanfaatan sumber daya 
alam secara berlebihan, Sebagaimana dalam firman Allah dalam Qs Al-A‟raf :7: 
56 yang berbunyi: 
                         
          
Terjemahnya: 
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah 
(Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut 
(Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya 
rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” 
 
Maksud ayat di atas bahwa bumi sebagai tempat tinggal dan tempat hidup 
manusia dan makhluk Allah lainnya sudah dijadikan Allah dengan penuh 
rahmatnya. Gunung-gunung, lembah-lembah, sungai-sungai, lautan, daratan dan 
lain-lain semua itu diciptakan Allah untuk diolah dan dimanfaatkan dengan 
sebaik-baiknya oleh manusia, buka sebaliknya dirusak dan dibinasakan.  
c. Prinsip-Prinsip Pengelolaan  
1. Prinsip Optimal 
Salah satu prinsip dari pengelolaan sumber daya alam adalah di gunakan 
secara optimal. Telah tertuang dalam Undang-Ungang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 
bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 
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negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 
Berdasarkan apa yang tertuang dalam Undang-Undanr tersebut , berarti 
optimalisasi pengelolaan sumber daya alam harus memang dilakukan. 
Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam ini boleh berarti sumber daya alam 
dimanfaatkan secara menyeluruh, memaksimalkan keuntungan dan 
meminimalkan kerugian demi kemakmuran rakyat seutuhnya, namun tetap 
memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam tersebut dimasa depan. Meskipun 
optimal, bukan berarti penggunaan sumber daya alam ini bisa maksimal dan 
seenaknya sendiri. Penggunaan suber daya alam ini tetap harus memperhatikan 
berbagai hal seperti menerapkan asas pembangunan keberlanjutan. Pembangunan 
keberlanjutan merupakan pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi 
kebutuhan masa kini, namun tidak mengorbangkan hak pemenuhan kebutuhan 
generasi masa mendatang. 
2. Prinsip Lestari 
Prinsip pengelolaan sumber daya alam adalah prinsip lestari artinya 
keadaan yang seimbang dan utuh. Maksud lestari disini adalah upaya pengelolaan 
sumber daya alam beserta dengan ekosistemnya dengan tujuan mempertahankan 
sifat asli dan juga bentuknya. Dengan demikian kita bisa menyatakan bahwa 
prinsip lestari disini merupakan berbagai upaya yang dilakukan untuk menjaga 
sumber daya alam yang ada, baik itu dilihat dari sifatnya maupun dari bentuknya.  
3. Prinsip Efisien  
Selain prinsip optimal dan juga prinsip lestari, prinsip dalam pengelolaan 
sumber daya alam lainnya adalah prinsip efisien. Efisien merupakan nama lain 
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dari hemat. Hemat atau efisien disini merupakan penggunaan sumber daya alam 
yang tidak berlebih-lebihan atau disesuaiakan dengan kebutuhan rakyat.  
 
d. Hal-Hal yang Mendasari Pentingnya Pengelolaan Secara Terpadu 
Ada lima alasan menurut Ambo Tuwo yang mendasari pentingnya 
pengelolaan secara terpadu yaitu: 
1. Secara Empiris, terdapat keterkaitan ekologis baik antara ekosistem di 
dalam kawasan pesisir maupun antara kawasan pesisir dengan lahan atas 
dan laut lepas. Dengan demikian perubahan yang terjadi pada suatu 
ekosistem pesisir misalnya hutan mangrove, cepat atau lambat akan 
mempengaruhi ekosistem lainnya. Demikian pula halnya jika pengelolaan 
kegiatan pembangunan misalnya industri, pertanian, dan pemukiman, 
dilahan atas suatu daerah aliran sungai tidak dilakukan secara arif atau 
berwawasan lingkungan, maka dampak negatifnya akan merusak tanaman 
dan fungsi ekologis kawasan pesisir.  
2.  Dalam suatu kawasan pesisir biasanya terdapat lebih dari satu jenis 
sumber daya alamiah, sumberdaya buatan dan jasa-jasa lingkungan yang 
dikembangkan untuk kepentingan pembangunan.  
3. Dalam suatu kawasan pesisir biasanya terdapat lebih dari suatu kelompok 
masyarakat yang memiliki keterampilan atau keahlian dan kesenangan 
bekerja yang berbeda seperti petani sawah, nelayan, petani tambak, petani 
rumput laut, pendamping pariwisata, industri dan kerajinan rumah tangga 
dan sebangainya. 
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4. Baik ekologis maupun secara ekonomis, pemanfaatan suatu kawasan 
pesisir secara monokultur atau single use sangat rentang terhadap 
perubahan internal maupun eksternal yang menjurus pada kegagalan 
usaha. 
5. Kawasan pesisir merupakan sumber daya milik bersama yang dapat di 
gunakan oleh siapa saja dimana setiap pengguna sumber daya pesisir 
biasanya berprinsip memaksimalkan keuntungan. Hal ini menyebabkan 
kawasan pesisir rawang terkena masalah pencemaran, over-eksploitasi 
sumber daya alam dan konflik pemanfaatan ruang. 
 
2. Teori Tentang Hutan Mangrove 
a. Pengertian Hutan Mangrove 
Hutan mangrove merupakan komonitas vegetasi mayoritas pesisir pantai di 
daerah teropis dan sup tropis yang didominasi oleh tumbuhan mangrove pada 
daerah pasang surut pantai berlumpur khususnya di tempat-tempat dimana terjadi 
pelumpuran dan akumulasi bahan organik (Depertemen Kehutanan, 2007). 
Istilah mangrove digunakan sebagai pengganti hutan bakau untuk 
menghindarkan kemungkinan salah pengertian dengan hutan yang terdiri atas 
pohon mangrove, karena bukan hanya pohon mangrove yang tumbuh disana 
selain mangrove terdapat banyak jenis tumbuhan lain yang hidup di dalamnya 
Menurut Kusman (2003), hutan mangrove adalah jenis tumbuhan yang 
tumbuh disepanjang garis pantai tropis sampai sub-tropis yang memiliki fungsi 
istimewa disuatu lingkungan yang mengandung garam dan bentuk lahan berupa 
pantai dengan reaksi tanah. Dengan demikian secara ringkas dapat didefinisikan 
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bahwa hutan mangrove adalah tipe hutan yang tumbuh di daerah pasang surut 
(terutama pada pantai yang terlindung, laguna, muara sungai) yang tergenang 
pasang dan bebas genangan pada saat surut yang komunitas tumbuhannya 
bertoleransi terhadap garam. Sedangkan ekosistem mangrove merupakan suatu 
sistem yang terdiri atas organisme (hewan dan tumbuhan) yang berintraksi dengan 
faktor lingkungannya di dalamnya suatu habitat mangrove. 
b. Manfaat Hutan Mangrove  
Ada tiga fungsi ekosistem hutan mangrove yang dikemukakan oleh Nontji 
dalam Gufran (2012), yaitu: 
1. Fungsi fisis, meliputi: pencegah abrasi, perlindungan terhadap angin, 
pencegah industri garam. 
2. Fungsi biologis, meliputi: sebagai tempat bertelur dan tempat asuhan 
berbagai biodata. 
3. Fungsi ekonomis meliputi: sebagai sumber bahan bakar (kayu bakar dan 
arang), bahan bangunan (balok, atap, dan sebagainya), perikanan, pertanian, 
makanan, minuman, bahan baku kertas, keperluan rumah tangga, tekstil serta 
sintesis, penyamakan kulit, obat-obatan, dan lain-lain. 
Ekosistem mangrove, selain memiliki fungsi ekologis yang dijelaskan di 
atas juga memiliki manfaat ekonomi yang sangat cukup besar. Ekosistem hutan 
mangrove kontribusi secara nyata bagi peningkatan pendapatan masyarakat, 
devisa untuk daerah (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan 
Negara). Produksi yang didapatkan dari ekosistem mangrove berupa kayu bakar, 
bahan bangunan, pupuk, bahan baku kertas, bahan makanan, minuman, peralatan 
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rumah tangga, lilin, madu, rekreasi, tempat pemancingan dan lain-lainnya 
(Saenger et al dalam:2012). 
c. Jenis-Jenis Hutan Mangrove  
Adapun jenis-jenis hutan mangrove antara lain: 
 
1. Rhizophora  
Rhizophora adalah tanaman bakau yang memiliki ciri-ciri: buahnya 
panjang tetapi akarnya ada yang menusuk ke dalam tanah dan menjalar 
dipermukaan tanah.  
2. Api-api  
Siapi-api dinamakan begitu karena akar tanaman mangrove yang satu ini 
menjulan keatas permukaan tanah menyerupai api, selain itu ternyata walaupun 
berakar panjang tapi buat tanaman ini hanya sebesar kacang mede dan memiliki 
rasa pahit, namun di orang-orang pulau jawa mengolah buahnya menjadi kripik 
dapat membuat konsumen merasa senang untuk mengkomsumsinya.  
3. Pidada  
Pidada adalah mangrove yang dapat tumbuh atau hanya dapat kita jumpai 
disekitar sungai, maka mangrove ini juga dinamakan mangrove sungai. Ciri-
cirinya, yaitu: daunnya pendek dan tipis, buahnya mirip seperti buah tomat, buah 
pohon mangrove pidada dapat dikomsumsi oleh para monyet, namun tidak dapat 
dikomsumsi oleh manusia.  
Hutan mangrove ternyata memiliki peranan penting bagi kehidupan kita, 
manfaat tanaman mangrove bagi kita yaitu: mencegah abrasi pantai, menambah 
daratan, menyerap bahan kimia berbahaya yang ada diair sehingga air dapat 
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dikomsumsi dan tidak mengandung racun, mencegah air laut masuk kedaratan 
sehingga mencegah banjir, dan sebagai tempat berkembang biak bagi para ikan 
laut. 
 
B. Teori Pemberdayaan Masyarakat  
1. Pengertian Pemberdaan Masyarakat 
Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep yang bersal dari kata “daya” 
(power). Sedangkan pemberdayaan besaral dari kata “empower” dimana dalam 
Merriam Webster dan Oxford English Dictionary menyatakan bahwa power 
mempunyai dua arti. Pertama,  power berarti to give power or authority yang 
berarti “memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuasaan atau mendelegasikan 
otoritas ke pihak lain”. Pengertian kedua adalah (to give ability or to enable” yang 
bisa diartiakan sebagai usaha untuk memberikan kemampuan atau pemberdayaan 
bersentuhan dengan ide kekuasaan, pengaruh dan kontrol. 
Pemberdayaan ditujukan bagi kemampuan seseorang, khususnya 
kelompok lemah dan rentan sehingga mereka punya kemampuan untuk (1) 
memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka mampu untuk terbebas dari 
kebutuhan dasar tersebut, (2) menujukkan sumber-sumber produktif yang 
memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh 
barang dan jasa yang mereka butuhkan, (3) berpartisipasi dalam proses 
pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. 
Pemberdayaan masyarakat merupakan cara yang digunakan untuk 
meningkatkan harga diri manusia terutama mereka yang berada dalam lilitan 
kemiskinan dan ketidakberdayaan. Jika seseorang berdaya berarti dia telah 
 
23 
 
berhasil memandirikan dirinya. Oleh karena itu agar seseorang atau komonitas 
berdaya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memberikan akses atau 
iklim dimana potensi masyarakat tersebut bisa berkembang. 
Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana 
masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki 
situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi 
apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Suatu usaha hanya berhasil 
dinilai sebagai “pemberdayaan masyarakat” apabila kelompok komonitas atau 
masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek. 
Menurut Karl Marx, pemberdayaan masyarakat adalah proses perjuangan 
kaum powerless untuk memperoleh surplus value sebagai hak normatifnya. 
Perjuangan memperoleh surplus value dilakukan distribusi penguasaan faktor-
faktor produksi. Dan perjuangan untuk mendistribusikan penguasaan faktor-faktor 
produksi harus dilakukan melalui perjuangan politik.  
2. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat 
Pembangunan yang selama ini dijalankan pemerintah nampaknya belum 
mampu menjawab tuntutan masyarakat yang menyankut keadilan, pemerataan dan 
keberpihakan kepada masyarakat, sehingga belum mengangkat sebagian 
penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskina. Upaya pemerintah untuk 
meningkatkan keberpihakan pembangunan kepada kepentingan masyarakat 
nampaknya tidak akan lepas dari pemberdayaan masyarakat sebagai model 
pembangunan yang berdimensi rakyat. Berangkat dari kondisi itu pemerintah 
telah mengeluarkan berbagai kebijakan pemerintah:  
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a. Kebijakan pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat secara tegas 
terutama dalam GBHN Tahun 1999 dan UU No 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah. Dalam GBHN Tahun1999, khususnya di dalam “Arah 
Kebijakan Pembangunan Daerah” antara lain dinyatakan “mengembangkan 
otonomi Daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka 
pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga 
hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat 
serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI”. 
b. Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, antara lain 
ditegaskan bahwa “hal-hal yang mendasar dalam Undang-Undamg ini adalah 
mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuh kembangkan 
prakarsa dan kreatifitas serta meningkatkan peran masyarakat”  
c. Mencermati kedua rumusan kebijakan pemerintah di atas dapat disimpulkan 
bahwa “kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang tidak 
terpisah dari kebijakan otonomi daerah;  
Dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan 
Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah 
(BAPPEDA) dinyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah 
meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi 
masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial 
masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu 
masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik” 
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d. Dalam rangkah mengembangkan tugas dalam bidang pemberdayaan 
masyarakat, badan pemberdayaan penetapan visi dan misi kebijakan, strategi 
dan program pemberdayaan masyarakat. 
 
C. Kerangka Konseptual 
Mangrove merupakan sumber daya hutan yang memiliki banyak manfaat 
yang dapat diambil di dalamnya maupun manfaat yang dapat dirasakan akan 
keberadaan hutan tersebut, terutama bagi masyarakat yang ada disekitar hutan. 
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BAB III 
METODE  PENELITIAN 
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 
 
1. Jenis Penelitian  
Berdasarkan atas masalah yang diangkat maka jenis penelitian yang dipilih 
adalah jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode 
penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 
meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya dengan eksperimen) 
dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan 
secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 
penelitian lebih menekankan makna pada generalisasi. 
 Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial 
yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dan kawasan 
sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam 
peristilahannya (potilima,2012).  
 
2. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini berlokasi di Desa Tongke-tongke Kecamatan Sinjai Timur 
Kabupaten Sinjai, dimana penulis memilih lokasi ini sebagai tempat penelitiannya 
karena kecamatan Sinjai Timur merupakan salah satu daerah yang memiliki 
kawasan hutan mangrove yang cukup luas, di mana keberadaan kawasan hutan 
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mangrove ini sudah ada sejak sebelum desa ini terbentuk dan sebagai sumber 
mata pencaharian bagi masyarakat sekitar hutan mangrove. 
B. Pendekatan Penelitian  
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Fenomenologi. 
Vredenbergt (1978) merumuskan studi kasus sebagai suatu pendekatan yang 
bertujuan untuk mempertahankan keutuhan (wholeness) dari obyek; data yang 
dikumpulkan dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi. Pollit dan 
Hungler memahami studi kasus sebagai metode penelitian yang menggunakan 
analisis mendalam, yang dilakukan secara lengkap dan teliti terhadap individu, 
keluarga, kelompok, lembaga atau satuan sosial lainnya  
Beberapa ahli metodologi lainnya mendefenisikan Fenomenologi sebagai 
penelitian yang melakukan analisis dari berbagai sudut pandang (multi-perspectiv 
analysis) mengenai suatu fenomena atau gejala sosial dalam konteks yang 
amaliah. Studi kasus berguna dalam memberikan jawaban atau pertanyaan 
“Bagaiman ?”(Hwo) dan “Mengapa ?” (Why), dan dalam konteks ini 
dipergunakan untuk penelitian eksplorasi, diskripsi dan penelitian eksplanatori 
(menjelaskan). Oleh karena itu, pengguna pendekatan metode penelitian ini, 
penulis anggap sesuai dan mampu menjelaskan secara terperinci proses penelitian 
ini.  
Dalam karakteristik dan kekuatan penelitian studi kasus tersebut dapat 
memudahkan peneliti dalam menganalisa dan mendeskripsikan proses dan hasil 
penelitian melalui data yang diperoleh di kawasan hutan mangrove Desa Tongke-
Tongke Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai 
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C. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis data 
Jenis data penelitian berkaitan dengan sumber data dan pemilihan metode 
yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data penelitian. penentuan 
metode pengumpulan data dipengaruhi oleh jenis dan sumber data penelitian yang 
dibutuhkan. 
Jenis data dalam penelitian ini berupa data subyak dan data dokumenter. 
Data subyek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman 
atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek 
penelitian (responden). Data dokumenter adalah jenis data penelitian yang 
memuat apa dan kapan serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian. 
2. Sumber  Data 
Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi 
pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data yang 
digunakan dalam penelitian terdiri atas: sumber data primer dan data sekunder. 
Adapun sumber data yang digunakan penulis yaitu data primer dan data sekunder.  
Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 
sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus 
dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.   
Sedangkan data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh 
peneliti secara tidak langsung melalui media perantanra (diperoleh dan dicatat 
oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan 
historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan dan 
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tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini, data sekunder digali melalui berbagai 
tulisan, baik tulisan yang berupa laporan hasil penelitian sebelumnya yang 
memiliki persoalan yang hampir sama, jurnal-jurnal, dokumen, dan arsip-arsip, 
serta buku-buku dan artikel yang terkait dengan penelitian ini. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang akan dibahas, 
penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 
a. Observasi yakni melakukan pengamatan langsung terhadap aktivistas 
keseharian, lingkungan dan sarana kerja yang berhubungan dengan penulisan 
ini. Tipe observasi yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah observasi 
langsung dengan cara pengamatan langsung di daerah yang bersangkutan 
yaitu hutan mangrove di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur 
Kabupaten Sinjai.   
b. Wawancara yakni melakukan wawancara secara langsung dengan informan, 
wawancara yang dilakukan kepada pihak-pihak yang dianggap relevan 
dengan peneliti ini yaitu dampak ekonomi pengelolaan kawasan hutan 
mangrove melalui pemberdayaan masyarakat dalam usaha kepiting bakau di 
Kecamatan Sinjai Timur. Wawancara yang dilakukan nantinya akan meminta 
penjelasan pada pihak-pihak terkait di dalam penelitian ini. Teknik 
wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah teknik wawancara bebas (tak 
berstruktur) dan wawancara mendalam. Wawancara tak berstruktur yaitu 
teknik wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman 
wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 
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pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa 
garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara tak 
berstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan 
diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan pada apa yang 
diceritakan oleh informan. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari 
informan tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan 
berikutnya yang lebih terarah pada satu tujuan. Sedangkan wawancara 
mendalam dapat dikembangkan secara spontan selama wawancara 
berlangsung. Tujuannya adalah untuk mengkaji lebih mendalam atau lebih 
fokus lagi pada hal-hal yang dibicarakan. Peneliti berharap memperoleh 
jawaban yang sesuai permasalahan dengan bebas dan tidak terikat.  
c.  Studi Dokumentasi, pengumpulan data berdasarkan catatan-catatan dokumen 
dan laporan tertulis yang ada kaitannya dengan penelitian ini tentang dampak 
ekonomi pengelolaan kawasan hutan mangrove melalui pemberdayaan 
masyarakat melalui usaha kepiting bakau  di Kecamatan Sinjai Timur. 
Tabel 3.1 Daftar Informan 
No Nama Jabatan 
1. Sirajuddin  Kepala Desa  
2. Yusril Al Yusran Sekertaris Desa 
3. A. Dewi Angriani, S.Sos.,M.Si Kepala Bidang Parawisata 
4. Sainuddin S.Sos Ketua KPSDA-ACI 
5. H. Muh Tayyeb Penasehat KPRPM-ACI 
6. Arianto Masyarakat Desa Tongke-Tongke 
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7. Muhammad Rakib Masyarakat Desa Tongke-Tongke 
8. Ilham Masyarakat Desa Tongke-Tongke 
 
E. Instrumen Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan melalui survei, observasi, hingga kajian 
kepustakaan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data yang dianalisis dalam 
penelitian ini berupa data lisan, tulisan, maupun dalam bentuk dokumenntasi 
laporan. Untuk memudahkan memperoleh data dalam penelitian tersebut, maka 
diperlukan beberapa instrumen berupa alat untuk menunjang proses perolehan 
data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 
1. Buku Catatan 
2. Handphone 
3. Alat Tulis 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  
Pengelolaan atau menganalisis data adalah usaha kongkrit untuk membuat 
data, sebab besar jumlahnya data, tinggi nilai data yang terkumpul sebagai hasil 
pelaksana pengumpulan data apabila tidak disusun dalam suatu sistematik yang 
baik niscaya data itu merupakan bahan yang bisu belaka. Oleh karena itu 
penelitian menggunakan ragam penelitian kualitatif, maka analisis data dilakukan 
pada waktu melakukan pengumpulan data dan setelah pengumpulan data selesai. 
Kemudian data tersebut akan dianalisa secara cermat dan teliti sebelum disajikan 
dalam bentuk laporan yang utuh (Sugiyono, 2007). 
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Adapun teknik analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Pengumpulan data 
Penelitian mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai 
dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. 
2. Reduksi data  
Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus 
penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, 
mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang 
telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan 
dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.  
3. Penyajian data  
Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan 
memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. 
4. Pengambilan keputusan atau verifikasi  
Setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau 
verifikasi. Untuk itu diusahakan mencari pola, model, tema, hubungan, 
persamaan, hal-hal yang sering muncul. Dari data tersebut diambil kesimpulan 
verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan didasarkan pada reduksi data dan 
penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam 
penelitian. 
 
 
 
33 
 
G. Pengujian Keabsahan Data 
 
a. Validitas Internal (Uji Kredibilitas) 
Bermacam-macam cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan 
terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan 
pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian. Penelitian ini 
menggunakan berbagai sumber data dan berbagai teknik pengambilan data yang 
bermacam-macam. Maka metode pengujian yang paling tepat adalah dengan 
menggunakan triangulasi, yakni sebagai berikut: 
1. Triangulasi Sumber data 
Menurut Patton (1987) triangulasi dengan sumber berarti membandingkan 
dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui 
waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini jangan 
sampai banyak mengharapkan bahwa hasil pembandingan tersebut merupakan 
kesamaan pandangan, pendapat, atau pemikiran. Yang penting disini ialah bisa 
mengetahui adanya alasan-alasan terjadinya perbedaan tersebut. Dalam penelitian 
ini, setelah mengumpulkan data primer dan data sekunder yang telah diperoleh. 
Maka data tersebut dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang 
sama, mana yang berbeda hingga menganalisis dan menghasilkan kesimpulan 
mengenai pengelolaan kawasan hutan mangrove ini. 
2. Triangulasi Teknik 
Triangulasi teknik untuk menguji data dilakukan dengan cara kepada 
sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan 
wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi. 
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b. Validitas Eksternal (Transferability/Generalisasi) 
Validitas eksternal berkaitan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian 
dapat digeneralisasi atau diterapkan pada populasi dimana sampel diambil. Bila 
sampel penelitian representatif, instrumen penelitian valid dan mengumpulkan dan 
analisis data benar, penelitian akan memiliki validitas eksternal yang tinggi. Oleh 
karena itu, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga 
ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti 
dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, 
dan dapat dipercaya. Dengan demikian pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian 
tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan 
hasil penelitian tersebut di tempat lain.  
 
c. Uji Relibilitas (Depenability) 
Dalam penelitian kuantitatif, depenability disebut reliabilitas. Suatu 
penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi 
proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji depenability dilakukan 
dengan melakukan audit/pemeriksaan terhadap proses penelitian. Sering terjadi 
penelitian tidak kelapangan, tetapi bisa memberikan data. Kalau proses penelitian 
tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak reniabel atau 
dependable. Untuk itu pengujian depenability dilakukan dengan cara melakukan 
audit terhadap keseluruhan proses penelitian.  
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BAB IV 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Diskripsi Objek Penelitian 
 
1. Sejarah Desa 
Secara  Historis Tahun 1920-an Balang Dg Maketti adalah seorang yang 
pertama membangun Kampung dan mendirikan saoraja di Cempae, beliau 
merupakan salah seorang keturunan  Minahan Dg Sutte, dia bersaudara sepupu 
dengan Arung Baringeng Mapa-pasang Dg Patappu, beliau juga yang pertama 
membuka lahan pertambakan di Cempae. Kata Tongke-Tongke kata Dasarnya 
adalah “Toke” Kata toke dipakai untuk panggilan pedagang Asal China yang 
tinggal di Cempae kerena terkenalnya Kampung Cempae sebagi tempat Singgah-
nya para toke maka orang sekitar lambat laun menyebut kampong Toke menjadi 
“Tongke-Tongke” yang tidak hanya dihuni warga asal China akan tetapi juga 
Suku Bugis. Karena letak geografis dan kondisi alamnya yang strategis sehingga 
tentara Jepang menjadikan Tongke-Tongke menjadi basis pertahanan terutama di 
daerah Bentengnge oleh tentara Jepang menjadikan pos pertahanan dan 
membentuk tentara HEIHO, kekalahan Jepang terhadap sekutu sehingga 
mengungsi ke manipi.  
Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dibentuk bersamaan dengan pendaratan 
tentara dari Jawa di Cempae yang kemudian tinggal di Bentengnge tentara Jawa 
tersebut hanya beberapa bulan tinggal di Bentengnge kemudian melanjutkan 
perjalan ke Bone, Wajo dan Luwu. Tahun 1955-1959 terjadi pemberontakan 
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DI/TII yang dipimpin Bang Jumali selama kurang lebih empat tahun masyarakat 
di intimidasi, rumah penduduk banyak yang dibakar, sebahagian masyarakat 
mengunsi ke daerah yang lebih aman. Selama pemberontakan DI/TII keamanan 
tidak menentu, antara kawan dan lawan tidak jelas, masyarakat saling curiga, 
beruntunglah gerombolan pimpinan Bang Jumali dapat ditumpas oleh masyarakat 
Pangasa atas bantuan TNI. Pada tahun 1955-an terjadi abrasi pantai kurang lebih 
15 meter pertahun dan mengancam perkampungan serta seluruh tambak di 
sepanjang pantai Tongke-Tongke. Tahun 1960-1962 kondisi keamanan mulai 
membaik, sebagian masyarakat kembali ke Tongke-Tongke menata kampungnya 
setelah keamanan dianggap benar-benar pulih. Maka pemerintah membagi 
Tongke-Tongke menjadi dua Dusun yakni Dusun Tongke-Tongke dan Dusun 
maroanging. Perkembangan dan perubahan dari tahun ketahun mendorong 
pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia, sehingga Pada tahun 1970 
pemerintah bersama masyarakat sepakat untuk mendirikan sekolah dasar. 
Tahun 1970 Tongke-Tongke dilanda kemarau panjang, akibatnya 
masyarakat kekurangan pangan dan terpaksa makan ubi kayu dan sagu untuk 
mempertahankan hidupnya. Disisi lain kondisi gelombang pasang air semakin 
tinggi hingga mencapai 30-40 cm bahkan sampai dikolom rumah penduduk dan 
tahun 1980-an, abrasi pantai sangat luar biasa mengakibatkan rumah penduduk 
banyak yang terancam bahkan ada beberapa rumah yang harus dipindahkan untuk 
menghindari bencana. Karena kondisi pemukiman yang setiap tahunnya terancam 
abrasi maka muncul ide dari kepala lingkungan yang saat itu di jabat oleh H. 
Badaruddin (almarhum) bersama dengan beberapa tokoh masyarakat untuk 
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melakukan penyelamatan pantai dengan cara mengumpul batu karang untuk 
dijadikan sebagai tanggul (talud). Batu karang tersebut di ambil dari Desa 
tetangga di sekitar pulau Sembilan, pengambilan batu karang dilakukan seminggu 
sekali usai sholat jumat. Pengumpulan batu karang tersebut dilakukan dengan 
penuh semangat demi menyelamatkan lingkungan mereka dari ancaman abrasi.  
Warga Tongke-Tongke ketika itu belum tahu kalau mengumpulkan batu 
karang dapat merusak biota laut. Ternyata upaya penyelamatan dengan pembuatan 
tanggul tidak berhasil, maka dilakukanlah penanaman bakau pada tahun 1980-an 
oleh penduduk yang umumnya berada di pesisir. Inisiatif tersebut muncul karena 
upaya perlindungan dengan batu karang tidak berhasil dan melihat lingkungan 
tetangga yang tidak kena abrasi, terhalang bakau. Pengalaman tersebut telah 
mendorong penduduk Tongke-Tongke yang dimotori oleh H. Badaruddin sebagai 
kepala lingkungan bersama masyarakat bersepakat untuk melakukan penanaman 
bakau. Kegiatan penanaman bibit bakau ini berlangsung sampai tahun 1990, dan 
hasil penanaman tersebut tingkat pertumbuhanya cukup baik. Pada tahun 1991 
terjadi musibah gempa bumi tektonik di pulau flores yang mengancam 
pemukiman penduduk, bencana tersebut tidak terlalu berdampak pada masyarakat 
Tongke-Tongke karena sebagaian rumah warga sudah terlindung oleh hutan 
bakau.  
Perkembangan lainnya yaitu pengaspalan jalan poros samataring ke 
pemukiman pesisir Tongke-Tongke, keberhasilan lainya yang diterima 
masyarakat yaitu pengharagaan kalpataru yang diserahkan oleh Presiden Republik 
Indonesia (H. M. Soeharto) pada tahun 1995 kepada bapak Muh. Tayyeb sebagai 
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ketua kelompok ACI. Pada tahun 2002 sesuai Undang-undang Nomor 22 tahun 
1999 tentang Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 1999 
tentang Pemerintah Desa maka Tongke-Tongke yang dulunya merupakan 
lingkungan dari kelurahan samataring saat itu dijadikan Desa persiapan dengan 
Kepala Desa sementara H. Alimuddin. Desa Tongke-Tongke terdiri dari 5 Dusun 
yakni, Dusun Babana yang merupakan ibukota Desa, Maronging, Baccara, 
Bentengnge dan Cempae. Kemudian pada tanggal 8 Februari 2003 menjadi Desa 
definitive setelah tanggal 8-11 Februari tahun 2003 diadakan pemilihan kepala 
Desa dan memilih bapak Muh. Nasri Dg lanna sebagai kepala Desa pertama di 
Tongke-Tongke dan dilantik pada tanggal 21 maret 2003.   
Kepala Desa yang pernah memimpin di Desa Tongke-Tongke secara 
berturut-turut adalah : 
No Nama Jabatan Periode Keterangan 
1 Muhammad Nasri Kepala Desa 2003-2008 Definitif 
2 Adri Nur Kepala Desa 2008-2010 Plt 
3 H. Abdul Kadir Kepala Desa 2010-2016 Definitif 
4 Drs.Rusdi.M.Si Kepala Desa 2016 Plt 
5 Sirajuddin Kepala Desa 2017-2022 Definitif 
Tabel 4.1 Kepala Desa Yang Perna Memimpin Desa Tongke-Tongke 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tongke-Tongke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Kondisi Geografis 
a. Letak  Wilayah 
Desa Tongke-Tongke termasuk salah satu Desa di Kecamatan Sinjai 
Timur Kabupaten Sinjai dan merupakan Desa hasil pemekaran dari Kelurahan 
Pulau-Sinjai Timur pada tahun 2002 dengan luas wilayah 4,7 Km
2
. Desa Tongke-
Tongke berbatasan dengan :  
 
 Sebelah utara               : Kelurahan Samataring 
 Sebelah timur               : Teluk Bone  
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA 
(BERDASARKAN UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA) 
KEPALA SEKSI 
PEMBANGUNAN 
BADAN PERMUSYAWARATAN 
DESA (BPD) LPM &BUMDES  
KEPALA DESA 
SEKRETARIS DESA 
Bendahara Desa  
KEPALA 
DUSUN I 
KEPALA 
DUSUN II 
KEPALA 
DUSUN III 
KEPALA 
URUSAN 
UMUM 
KEPALA URUSAN 
ADMINISTRASI 
KEPALA 
URUSAN 
KEUANGAN 
KEPALA SEKSI 
KESEJAHTERAAN 
KEPALA SEKSI 
PEMERINTAHAN 
KEPALA 
DUSUN IV 
KEPALA 
DUSUN V 
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA 
(BERDASARKAN UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA) 
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 Sebelah Selatan               : Desa Panaikang 
 Sebelah Barat               : Desa Kaloling  
Orbitasi waktu tempuh dan letak Desa Sinjai adalah : 
1. Jarak dari ibu kota Kecamatan 3 Km 
2. Jarak dari ibu kota Kabupaten 5 Km 
3. Jarak dari ibu kota Propinsi 220 Km 
b. Luas Wilayah 
SecaraTopografi Desa Tongke-Tongke merupakan daerah dataran rendah 
dengan ketinggian dari permukaan laut ± 0-500 Mdpl, dengan luas wilayah ± 4,75 
Km
2
. Berdasarkan data profil desa tahun 2018 maka diperoleh data komposisi 
peruntukan lahan sebagai berikut: 
Tabel 4.2 Komposisi peruntukan lahanTahun 2018 
No. Kualifikasi Luas 
1 2 
1. Pemukiman 15000 
2. Perkantoran 1000 
3. Sawah Tadah hujan 2. 908,33 Are 
4. Perkebunan 2.631,39 Are 
5. Tambak 34.680,20 Are   
6. Panjang Garis Pantai 1 Km 
7. Hutan Mangrove ( Bakau ) 326.612,89 Are   
8. Hutan Nipah 500 Meter 
                       Sumber: profil Desa 
Secara umum iklim di Desa Tongke-Tongke dengan curah hujan  2.813,00 
mm/tahun, jumlah bulan hujan rata-rata 4 bulan/tahun, suhu rata-rata harian 25,00 
o
C, tinggi tempat dari permukaan laut 0,500 mdl. Adapun jenis dan kesuburan 
tanah sebagian besar berwarna abu-abu dengan tekstur tanah pasiran.  
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2. Visi dan Misi 
a. Visi 
.Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan 
yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan Visi 
Desa Tongke-Tongke ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan 
pihak-pihak yang berkepentingan di Desa seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh 
Masyarakat, tokoh Agama, lembaga masyarakat Desa dan masyarakat Desa pada 
umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal bahwa Desa Tongke-Tongke 
merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Sinjai Timur mempunyai 
titik sektor perikanan dan pertanian sehingga Desa Tongke-Tongke merupakan 
daerah penghasil Ikan Laut dan pertanian, olehnya itu maka berdasarkan 
pertimbangan diatas Visi Desa Tongke-Tongke adalah : 
“ Mewujudkan Desa Tongke-Tongke Menjadi Desa Sejahterah Melalui 
sektor pertanian, Perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil” 
 Nilai-nilai yang melandasi: 
Sebagian besar masyarakat petani dan nelayan mampu mengembangkan 
sektor pertanian dan sektor perikanan  meski dalam skala kecil seperti 
pertanian tanaman pangan, perikanan budidaya dan perikanan tangkap 
yang cukup memadai. 
 Makna yang terkandung : 
(a) Terwujudnya : Masyarakat Tongke-Tongke dalam membantu memainkan 
peran pemerintahan dalam mewujudkan Desa Tongke-Tongke yang 
mandiri berskala ekonomi besar. 
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(b) Desa Tongke-Tongke : Merupakan satu kesatuan masyarakat hukum 
dengan segala potensinya dalam sistem pemerintahan di wilayah Desa 
Tongke-Tongke. 
(c) Sejahtera : Suatu kondisi kehidupan yang kreatif, inovatif, produktif dan 
partisipatif sehingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. 
(d) Pertanian : Mendorong pertumbuhan perekonomian dalam sektor 
pertanian, sehingga tidak akan terjadi rawan pangan di Desa Tongke-
Tongke serta meningkatkan produksi dan peroduktifitas petani. 
(e) Perikanan : Menopang pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, 
serta mewujud-kan kesejahteraan masyarakat di sektor perikanan budidaya 
dan perikanan tangkap. 
b. Misi 
Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat 
sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi Desa 
tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam 
misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, Misi 
pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan 
pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Tongke-Tongke, sebagaimana proses 
yang dilakukan maka misi Desa Tongke-Tongke adalah : 
1) Menyelenggarakan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabilitas, 
Partisipatif dan Responsif. 
2) Membangun sarana dan prasarana berbasis pada ekonomi perikanan dan 
pertanian yang produktif. 
3) Meningkatkan dan memberdayakan peran wanita dan pemuda serta taraf 
hidup masyarakat. 
4)  Membangun pola hidup sehat melalui pemberdayaan PKK dan Kader 
Kesehatan Desa. 
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5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas keagamaan, kebudayaan demi 
mewujudkan masyarakat yang religius, bermartabat dan berbudaya. 
6). Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur, 
pendidikan, kesehatan, dan keamanan demi terwujudnya masyarakat yang 
cerdas, sehat dan damai. 
7). Mendorong peran serta setiap kelompok masyarakat demi tercip-tanya 
kegotong royongan dalam mewujudkan Desa membangun. 
 
B. Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove Melalui Pemberdayaan 
Masyarakat dalam Usaha Kepiting Bakau  
1. Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove 
Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara serta dokumentasi  yang 
dilakukan, maka diketahui bahwa pemerintah dalam mengelolah hutan mangrove 
memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga dan melestarikan hutan 
mangrove. Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan selama penelitian, 
dimana Informan kelompok Pelestarian Sumber Daya Alam (KPSDA-ACI) 
memberikan informasi sebagai berikut : 
“Tetaplah menjaga fungsi keberadaan hutan mangrove dan tetap 
mendorong adanya pelestarian kawasan hutan mangrove sehingga 
kedepannya bisa meningkatkan ekonomi masyarakat lokal melalui usaha 
kepiting bakau”. (Wawancara, 15 Oktober 2018) 
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Gambar 4.2 Perlindungan Hutan Mangrove 
Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang didapat, 
peran pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan mangrove di Desa Tongke-
Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai dalam hal ini Kelompok 
Pelestarian Sumber Daya Alam (KPSDA-ACI) juga ikut berperan dalam menjaga 
dan melestarikan kawasan hutan mangrove guna meningkatkan prekonomian 
masyarakat lokal.  
Pernyataan di atas menujukkan bahwa, peran pemerintah daerah dalam 
mengoptimalkan pengelolaan hutang mangrove Desa Tongke-Tongke Kacamatan 
Sinjai Timur Kabupaten Sinjai terkait dengan perlindungan kawasan hutan 
mangrove merupakan hal wajib  dilindungi oleh semua pihak dari pemerintah 
maupun dari masyarakat. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara 
dengan Yusril Al Yusran, selaku sekertaris Desa Tongke-Tongke mengatakan 
bahwa: 
“Untuk menjaga kelestarian alam sudah kewajiban kita semua akan hal itu, 
apalagi hutan mangrove di Desa Tongke-Tongke memiliki daya tarik 
tersendiri dalam pengelolaan kawasan hutan mangrove baik di dalam 
maupun di luar daerah,” (Wawancara 18 Oktober 2018) 
 
Berdasarkan pernyataan dan observasi tersebut, peneliti menyimpulkan 
bahwa peran pemerintah dalam pengelolaan kawasan hutang mangrove dan 
perlindungannya sudah sejalan dengan perencanaan, untuk menjaga pelestarian 
kawasan hutan mangrove tersebut melibatkan semua kalangan baik dari 
pemerintah maupun dari masyarakat. 
Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh mengenai tentang 
pengelolaan hutan mangrove maka dalam hal ini perlu adanya kesadaran 
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masyarakat kawasan hutan mangrove agar pengelolaan dan pelestarian kawasan 
hutan mangrove dapat terjaga dengan baik hal ini sesuai dengan hasil wawancara 
dengan H. Muhammad Tayeb selaku penasehat KPRPM-ACI menyatakan bahwa: 
 “Pengelolaan kawasan hutan mangrove sangat bermanfaat bagi 
keberlansungan hidup masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya 
dikawasan tersebut dimana kawasan ini perlu dijaga dan dilestarikan demi 
kesejahteraan masyarakat”. (Wawancara 18 Oktober 2018) 
 
 Berdasarkan Observasi dan hasil wawancara peneliti meyimpulkan bahwa 
dalam pengelolaan kawasan hutan mangrove sangat bermanfaat dan perlu 
dilindungi dari segala pihak baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. 
 Dengan demikian, begitu pentingnya pengelolaan kawasan hutan 
mangrove di samping itu juga ada sebahagian kecil masyarakat yang kurang sadar 
terhadap pelestarian hutan mangrove dimana menganggap bahwa dengan adanya 
penjagaan yang ketat sehingga masyarakat tidak terlalu bebas dalam 
menggunakan kawasan hutan mangrove. hal ini sesuai dengan hasil wawancara 
dengan Ilham salah satu masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut menyatakan 
bahwa: 
 “Dengan adanya pengelolaan dan pelestarian kawasan hutan mangrove 
maka masyarakat sudah terbatas akan penggunaan kayu bakau baik 
dijadikan sebagai kayu bakar ataupun permukiman. Hal ini disebabkan 
karena adanya penjagaan yang ketat dari pihak pemerintah dan masyarakat 
di kawasan tersebut”. (Wawancara 18 Oktober2018)  
 
  Dari hasil wawancara dan observasi tersebut,  peneliti menyimpulkan 
bahwa dengan adanya pengelolaan kawasan hutan mangrove ada sebahagian kecil 
masyarakat yang kuran merespon dan mendukung adanya pengelolaan dan 
pelestarian kawasan hutan mangrove karena dianggap terbatas akan penggunaan 
kebutuhannya.  
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 Dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dari empat informan 
yang telah memberikan jawaban dengan pertanyaan yang sama ditempat yang 
berbeda mengenai pengelolaan kawasan hutan mangove maka peneliti menarik 
kesimpulan secara menyeluruh dari wawancara yang dilakukan setiap informan 
bahwa pengelolaan kawasan hutan mangrove sangat mendorong adanya 
peningkatan ekonomi masyarakat lokal di samping itu memiliki dayatarik 
tersendiri untuk dijadikan wisata agar masyarakat sudah tidak menganggap hal ini 
sesuatu yang sangat bermanfaat agar masyarakat sadar akan pentingnya 
pengelolaan dan pelestarian demi keberlangsungan hidup masyarakat pesisir.  
 
2. Rehabilitas Hutan Mangrove  
Rehabilitas hutan mangrove adalah upaya mengembalikan fungsi hutan 
mangrove yang mengalami degradasi, kepada kondisi yang dianggap baik dan 
mampu mengembangkan fungsi dalam pelestarian hutan mangrove. Rehabilitas 
hutan mangrove juga dilaksanakan untuk memulihkan dan meningkatkan fungsi 
lindung, fungsi pelestarian dan fungsi produksi. Berikut wawancara dengan 
Sainuddin S.Sos, selaku ketua Kelompok Pelestarian Sumber Daya Alam 
(KPSDA-ACI) memberikan informasi sebagai berikut: 
“Kegiatan rehabilitas dilakukan untuk memulihkan kondisi ekosistem 
mangrove yang telah rusak agar ekosistem mangrove dapat menjalankan 
kembali fungsinya dengan baik. Upaya rehabilitas yang kami lakukan 
selalu melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang berhubungan dengan 
kawasan mangrove, untuk menjaga serta memelihara pengelolaan 
mangrovenya ACI tetap bertanggung jawab akan kelestariannya”. 
(Wawancara 18 Oktober 2018) 
 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, peran pemerintah 
daerah dalam pengelolaan hutan mangrove di Desa Tongke-Tongke Kecamatan 
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Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, dalam hal ini Kelompok Pelestarian Sumber Daya 
Alam (KPSDA-ACI) juga ikut berperan dalam rehabilitas dangan melaksanakan 
kegiatan-kegiatan pada masyarakat terkait memulihkan ekosistem mangrove guna 
menjaga dan memanfaatkan hutan mangrove itu sendiri. Hal serupa diungkap oleh 
A. Dewi Angriani, S.Sos.,M.Si Selaku Kepala Bidang Pariwisata, menyatakan 
bahwa: 
“Untuk menjaga ekosistem mangrove, dalam hal ini pemerintah sebagai 
perencana sekaligus pelaksana sangat terbatas. Oleh karena itu pemerintah 
masih membutuhkan pihak-pihak lain untuk mendukung kegiatannya 
misalnya dalam hal pemenuhan kebutuhan bibit serta tenaga kerja di 
lapangan (perusahaan swasta) atau kelompok tani penyediaan bibit. 
Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan teknis di lapangan (misalnya 
penyiapan lahan, penanaman, dll) pemerintah umumnya merangkul pihak 
swasta atau masyarakat sebagai tenaga kerja. Kondisi di Desa Tongke-
Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, rehabilitas hutan 
mangrove dilaksanakan pemerintah melalui program kerja sama dengan 
lembaga swadaya masyarakat”.(Wawancara, 20 Oktber 2018)  
 
 
 
Gambar 4.3 Rehabilitas Hutan Mangrove 
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Penyataan di atas menunjukan pemerintah daerah dalam pengelolaan 
kawasan hutan mangrove di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur 
Kabupaten Sinjai terkait dengan perlindungan hutan mangrove merupakan hal 
wajib dilindungi oleh semua pihak dari pemerintah maupun dari masyarakat. 
Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan Yusril Al- Yusra, 
selaku sekertaris Desa Tongke-Tongke mengatakan bahwa : 
“Untuk menjaga kelestarian alam sudah kewajiban kita semua akan hal itu, 
apalagi hutan mangrove di Tongke-Tongke memiliki daya tarik tersendiri 
dan harus dijaga”. ( Wawancara, 20 Oktober 2018) 
 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta dokumentasi yang ada, 
peneliti menyimpulkan bahwa peran pemerintah dalam pengelolaan kawasan 
hutan mangrove dalam rehabilitas hutan mangrove yang ada di Desa Tongke-
Tongke sudah terlaksana, untuk menjaga pelestarian hutan mangrove tersebut 
melibatkan semua pihak baik dari pemerintah daerah, lapisan masyarakat dengan 
menanam kembali melalui program kerjasama dengan Lembaga Swadaya 
Masyarakat. 
Mengenai rehabilitas hutan mangrove dan upaya mengembalikan 
fungsinya dengan pelestarian juga dilaksanakan untuk memulihkan fungsinya 
sebagai pelindung dalam hal ini pelaksanaan rehabilitas, atau penanaman kembali 
hutan mangrove hal ini banyak masyarakat yang menganggap kurang baik karena 
mengakibatkan kurangnya lahan yang digunakan masyarakat untuk melaksanakan 
aktivitas pembuatan tambak hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan 
Rahmat salah satu masyarakat di kawasan hutan mangrove Desa Tongke-tongke 
menyatakan bahwa:  
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“Dengan adanya rehabilitas atau penanaman kembali mengakibatkan lahan 
di kawasan pemukiman masyarakat semakin sempit sehingga masyarakat 
susah untuk memperluas tambak yang menjadi sumber mata pencaharian 
sebahagiaan besar masyarakat pesisir hal ini dapat mengakibatkan tambak 
masyarakat akan habis diakibatkan karena penanaman hutan mangrove 
secara meluas”. (Wawancara 19 Oktober 2018)  
 
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara maka peneliti menyimpulkan 
bahwa disamping adanya manfaat terhadap rehabilitas hutan mangrove juga ada 
sebahagian kecil masyarakat yang menganggapnya kurang tepat untuk dilakukan 
demi keberlangsungan tambak yang ada di sekitar kawasan hutan mangrove.  
Dari empat informan yang diwawancarai dengan tempat dan waktu yang 
berbeda dengan permasalahan yang sama mengenai rehabilitas hutan mangrove 
maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pentingnya rehabilitas atau penanaman 
kembali untuk menjaga ekosistem mangrove yang telah rusak dan dapat 
menjalankan fungsinya sebagai pelindung serta memiliki daya tarik tersendiri 
untuk dijaga. 
 
3. Dampak Dan Hambatan Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Hangrove 
a. Dampak Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove 
Dalam pengelolaan kawasan hutan mangrove terdapat dampak positif  bagi 
keberlangsungan hidup manusia masyarakat pesisir khususnya di kawasan hutan 
mangrove Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai antara 
lain sebagai berikut: 
1. Melindungi dan memberikan nutrisi  
Hutan mangrove memproduksi nutrisi yang dapat menyeburkan perairan 
laut, baik anorganik maupun nutrisi organik. Dengan rata-rata produksi primer 
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hutan mangrove yang tinggi, hutan mangrove dapat menjaga keberlangsungan 
populasi ikan, kepiting, kerang dan hewan lainnya. Hutan mangrove menjadi 
tempat perkembangbiakan dan pembesaran bagi beberapa jenis hewan seperti 
udang, kepiting dan ikan. 
2. Mengurangi kadar garam air laut 
Dengan adanya kawasan hutan mangrove maka kadar garam berkuran 
sehingga air di kawasan hutan mangrove sudah dikomsumsi oleh masyarakat 
sekitar Hal ini sesuai hasil wawancara dengan H. Muh Tayyeb selaku penasehat 
KPRPM –ACI. Menyatakan bahwa: 
“Dengan pengelolaan kawasan hutan mangrove ini sangat bermanfaat oleh 
masyarakat sekitar kawasan hutan mangrove dimana masyarakat sudah 
bisa menggali sumur di kawasan ini dan airnya sudah bagus untuk 
dikomsumsi padahal sebelum adanya usaha pengelolaan kawasan hutan 
mangrove masyarakat sangat kesusahan air yang ingin dikomsumsi dan 
bahkan harus pergi kedaerah tetangga untuk mengambil air 
bersih”.(Wawancara, 19 Oktober 2018) 
 
 
                         Gambar 4.4 Wawancara Dengan H. Muh Tayyeb 
3. Perlindungan terhadap bencana alam 
Hutan mangrove dapat mencegah bencana alam, karena sala satu fungsi 
utama hutan mangrove adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi dan 
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peredam ombak besar termasuk bencana alam gelombang besar seperti tsunami 
sehingga masyarakat tidak lagi merasa was-was terhdap keadaan laut sehingga 
kehidupan masyarakat tenang. 
4. Perahu masyarakat sudah aman dari ombak  
Sejak adanya pengelolaan kawasan hutan mangrove masyarakat sudah 
merasa nyaman dan tidak lagi khawatir akan keadaan perahunya dan masyarakat 
merasakan dampaknya itu sendiri. 
5. Terbentuknya obyek wisata di kawasan hutan mangrove  
Dengan adanya obyek wisata ini sehingga kawasan hutan mangrove sudah 
dikenal sampai diluar negeri karena banyaknya pengungjung ketempat wisata 
sehingga dikenal oleh seluruh masyarakat. 
5. Perbaikan jalan  
Dalam pengelolaan kawasan hutan mangrove sehingga jalan di kawasan 
hutan mangrove sudah dalam keadaan baik dan sudah diasfal sehingga para 
pengungjung obyek wisata merasa nyaman. 
6. Penambah unsur hara 
Sifat fisik hutan mangrove salah satunya adalah cenderung memperlambat 
airan karena kerapatan setiap pohon dan akarnya, sehingga membuat banyak 
lumpur mengendap. Pengendapan lumpur ini tentu saja sangat bermanfaat bagi 
hutan mangrove. 
Dari tujuh dampak yang didapatkan oleh masyarakat sekitar begitu 
pentingnya pengelolaan dan pelestarian hutan mangrove, hal ini diungkap oleh H. 
Muh Tayyeb. 
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b.  Hambatan Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove 
1. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia, Kurangnya kesadaran manusia 
menyebabkan pengelolaan hutan mangrove terhambat sehingga masyarakat 
dihimbau agar sadar akan pentingnya pengelolaan sehingga pelestarian 
mangrove ini berkepanjangan dan dirasakan oleh anak cucu kita. Kurangnya 
masyarakat pengrajin dan tidak adanya pemberian sanksi yang tegas bagi 
pelaku pemanfaatan hasil hutan kayu tanpa izin. 
2. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus 
laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. 
Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipacu oleh terganggunya 
keseimbangan alam. 
3. Tiram penyebab akan musnahnya hutan mangrove karena tiram ini yang 
melekat dibatan pohon mangrove dan memakan kulit batan pohon mangrove 
dan apabila kulit batan pohon mangrove sudah termakan keliling maka 
mangrove akan mati sebagaimana terlihat dalam gambar di bawa ini 
 
Gambar 4.5 tiram yang melekat dibatan mangrove 
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Dari tiga hambatan yang terjadi dari pengelolaan kawasan hutan mangrove 
ini yang diungkap oleh H. Muh Tayyeb selaku penasehat KPRPM –ACI, maka 
dari itu pemerintah diminta untuk mampu mananggulangi hambatan ini agar 
pelestarian kawasan hutan magrove terjaga. 
Dari dampak dan hambatan kawasan hutan mangrove mengenai pentinya 
pengelolaan dan sudah dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat 
sekitar kawasan hutan mangrove hal ini diungkap oleh Nasrah salah seorang 
masyarakat menyatakan bahwa: 
“Dengan adanya pengelolaan kawasan hutan mangrove sehingga hutan 
mangrove telah menjalankan fungsinya dan sudah dirasakan manfaatnya 
oleh masyarakat setempat, manfaat yang paling mendasar dan paling 
dibutuhkan oleh masyarakat sekitar yaitu dapat mengurangi kadar garam 
air laut sehingga air di kawasan hutan mangrove sudah baik untuk 
digunakan baik untuk dikomsumsi atau aktivitas lain” (Wawancara 20 
Oktober 2018).  
 
Dari hasil wawancara mengenai manfaat adanya pengelolaan maka peneliti 
menarik kesimpulan bahwa pengelolaan kawasan hutan mangrove sudah 
dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat sekitar sehingga 
masyarakat sudah merasakan kehidupan yang sejahtera.  
 
4. Usaha Kepeting Bakau  
Kepiting bakau merupakan salah satu biota laut yang memiliki nilai 
ekonomis sebagai salah satu komoditas komersial, sumber kepiting bakau perlu di 
kelolah dengan baik supaya pemanfaatannya dapat berlangsung secara 
berkelanjutan dan dapat mensejahterakan masyarakat. Produksi kepiting bakau 
saat ini masih tergantung dari hasil tangkap alam dan masih sebahagian kecil yang 
berasal dari hasil budidaya. Produksi kepiting bakau di Desa Tongke-Tongke akan 
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meningkat apabila masyarakat akan sadar bahwa usaha kepeting bakau ini dapat 
meningkatkan ekonomi masyarakat lokal hal ini diungkap oleh Arianto 
masyarakat Tongke-Tongke orang pertama kali melakukan usaha budidaya 
kepiting bakau mengatakan bahwa : 
“Dalam usaha budidaya kepiting bakau ini dapat meningkatkan produksi 
kepiting bakau yang selama ini sebahagian besar tergantung oleh alam 
sekitar, dengan adanya budidaya kepiting bakau ini dapat meningkatkan 
prekonomian masyarakat khususnya masyarakat lokal”. (Wawancara, 21 
Oktober 2018) 
 
 
Gambar 4.6 Budidaya Kepiting Bakau 
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Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di atas maka 
peneliti memberikan kesimpulan bahwa usaha kepiting bakau dapat meningkatkan 
perekonomian. 
Dengan adanya usaha ini masyarakat kawasan hutan mangrove dimana 
sebelum adanya usaha budidaya kepiting bakau, angka pengangguran banyak tapi 
setelah adanya usaha ini sehingga masyarakat kecil mampu mengfasilitasi anak-
anaknya untuk sekolah. 
hidupnya pada usaha ini merasa terganggu karena tambak yang ingin 
digunakan sebagai usaha rumput laut secara menyeluruh. Hal ini diungkap oleh 
Mustamir salah seorang pengusaha rumput laut di kawasan hutan mangrove 
menyatakan bahwa: 
“Dengan adanya usaha kepiting bakau ini sehingga semakin hari 
masyarakat berpindah profesi dari usaha rumput laut ke usaha kepiting 
bakau sehingga usaha rumput laut secara menyeluruh mulai mengalami 
tingkat penurunan diakibatkan karena pengaruh masyarakat yang 
melakukan usaha budidaya kepiting bakau” (Wawancara 21 Oktober 2018) 
  
Dari hasil wawancara di atas maka peneliti memberikan kesimpulan 
bahwa dengan adanya peningkatan perekonomian masyarakat kawasan hutan 
mangrove melalui usaha budidaya kepiting bakau sehingga banyak masyarakat 
yang beralih profesi dari tambak yang sebelumnya digunakan sebagai usaha 
rumput laut dan difungsikan sebagai usaha kepiting bakau. Hal ini membuktikan 
bahwa usaha ini akan lebih meningkat seiring meningkatnya perekonomian 
masyarakat. 
Kepiting bakau memiliki banyak manfaat disamping sebagai sumber 
protein untuk komsumsi juga mengandung nutrisi yang penting untuk kesehatan, 
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Daging kepiting mengandung nutrisi penting bagi kehidupan dan kesehatan. 
Meski mengandung kolestrol, makanan ini rendah kandungan lemak jenuh, 
merupakan sumber protein, vitamin B 12, Phosphorous, Zinc, Copper dan 
selanium yang sangat baik. Selanium diyakini berperang dalam mencegah kanker 
dan penrusakan kromoson, juga meningkatkan daya tahan terhadap infeksi virus 
dan bakteri. 
Pengelolaan terkait dengan pemanfaatan sumberdaya kepiting bakau dapat 
dilakukan dengan pengembangan budidaya. Saat ini budidaya kepiting bakau 
mulai dilakukan di Desa Tongke-Tongke seperti yang dilakukan di Bone dan 
Maros Sulawesi-Selatan dan di Kalimantan Timur seperti di Tarakan. Budidaya 
yang dilakukan masih terbatas pada budidaya penggemukan terhadap kepiting 
bakau yang kualitasnya rendah.  
Budidaya kepiting bakau dapat dilakukan dengan memanfaatkan area 
mangrove yang dikenal dengan sistem budidaya. Sistem budidaya merupakan 
suatu konsep pengelolaan sumber daya pesisir yang mengintegrasikan konservasi 
mangrove dengan pemanfaatan budidaya yang dilakukan guna meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat kawasan hutan mangrove. Hal ini diperkuat oleh 
Muhammad Rakib salah satu pengusaha budidaya kepiting bakau mengatakan 
bahwa :   
“Usaha budidaya kepiting bakau sangat bermanfaat bagi masyarakat 
kawasan hutan mangrove dimana usaha ini dapat lansung dirasakan oleh 
masyarakat itu sendiri namun usaha ini juga memiliki hambatan yang 
sangat minim dibandingkan dengan usaha-usaha lainnya yang memerlukan 
proses yang panjang dan modal yang memadai”. (Wawancara, 21 Oktober 
2018) 
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Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai pentingnya usaha 
kepiting bakau maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa usaha ini perlu di 
tingkatkan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat kawasan hutan mangrove 
tapi, usaha ini perlu didukung oleh berbagai pihak baik itu dari pemerintah 
maupun masyrakat sekitar demi keberlangsungan usaha ini. Budidaya kepiting 
bakau merupakan teknik budidaya pembesaran yang dilakukan dengan cara 
pemeliharaan kepiting bakau dalam area mangrove dengan menggunakan sistem 
empang parit dan komplangan atau dengan sistem kurungan tancap yang dibangun 
di dalam area mangrove.  
Beberapa informan yang telah diwawancara dari waktu dan tempat yang 
berbeda dalam permasalahan yang sama mengenai usaha budidaya kepiting bakau 
maka peneliti menarik kesimpulan bahwa usaha ini perlu ditingkatkan untuk 
meningkatkan produksi kepiting bakau yang selama ini tergantung oleh alam 
sekitar sehingga dengan adanya peningkatan mampu memberikan kesejahteraan 
bagi masyarakat kawasan hutan mangrove melalui usaha kepiting bakau. 
 
5. Model-Model Budidaya Kepiting Bakau 
Saat ini berkembang berbagai teknologi budidaya kepiting bakau. Hampir 
semua jenis kepiting dewasa laku dipasaran, hanya saja semakin besar dan tidak 
adanya telur yang terdapat dalam tubuh kepiting yang memberikan harga yang 
lebih tinggi bila dibandingkan dengan kepiting ukuran biasa. Kepiting dengan 
kondisi tubuh yang tidak lengkap (terputus kaki atau capitnya) dan kepiting 
kosong memiliki harga yang relatif rendah.  
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Kondisi hasil tangkap kepiting bakau yang masih tidak sesuai untuk 
keperluan pasar tentu saja dapat ditingkatkan kualitasnya melalui beberapa 
pemeliharaan lanjutan seperti melalui proses pembesaran, penggemukan maupun 
peningkatan menjadi kepiting bertelur. 
a. Pembesaran dan Penggemukan Kepiting Bakau 
Pembesaran dan penggemukan kepiting bakau merupakan sala satu metode 
budidaya kepiting yang sangat praktis dan sudah dilakukan oleh para 
pembudidaya kepiting. Budidaya dapat dilakukan pada tambak atau kolam dengan 
diberi pagar keliling dari jaring agar kepiting tidak keluar dari area budidaya. Hal 
ini sesuai dengan pernyataan yang diungkap oleh Arianto dalam usahanya 
menyatakan bahwa : 
“Usaha budidaya dalam pembesaran dan penggemukan kepiting bakau ini 
harus benar-benar dijaga dan dipelihara agar kepiting bakau tidak keluar 
dari tambak atau kolam yang digunakan maka dari itu perlu adanya jaring 
yang mengelilingi tambak atau kolam. (Wawancara 18 0ktober 2018) 
 
 
Gambar 4.7 Jaring yang mengelilingi tambak 
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Berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi di atas peneliti 
memberikan kesimpulan bahwa dalam pembesaran dan penggemukan kepiting 
bakau sangat perlu adanya jaring yang mengelilingi tambak atau kolam agar 
kepiting bakau yang dipelihara tidak keluar dari kolam atau tambak yang 
dikelolah. 
b. Produksi Kepiting Bertelur  
Kepiting bakau merupakan salah satu komoditas dari kepiting bakau yang 
sangat digemari karena cita rasa dan kandungan gizinya yang sangat tinggi. 
Budidaya kepiting bakau untuk menghasilkan produksi kepiting bertelur dapat 
dilakukan dan saat ini menjadi peluang usaha yang sangat menguntungkan karena 
hasil jualnya memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan waktu pemeliharaan 
relative singkat. Untuk menghasilkan kepiting bertelur, kepiting betina dewasa 
dipelihara dalam sistem batre cell, dimana setiap satu ekor kepiting dipelihara 
dalam 1 ruang tersendiri dan diberi makanan secukupnya sampai kepiting tersebut 
bertelur. 
c. Produksi Kepiting Bakau Cangkang Lunak 
Kepiting lunak atau disebut dengan kepiting soka, merupakan proses 
kepiting yang mengalami ganti kulit yang selanjutnya segera dibekukan menjadi 
produk kepiting cangkang lunak. Pengembangan budidaya kepiting cangkang 
lunak merupakan diversifikasi produk guna memenuhi kebutuhan pasar. Dalam 
budidaya kepiting bakau cangkang lunak dilakukan dalam sistem batre dimana 
kepiting dipelihara tersendiri dalam ruang terpisah. Dalam pemeliharaanya sistem 
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batre cell ditempatkan pada area budidaya dan dipelihara lebih khusus seperti 
penggunaan serkulasi dan aerasi, adanya ketersedian air tawar dan air laut. 
Hal yang penting dalam memprodusi kepiting bakau cangkang lunak 
adalah bagaimana cara membuat kepiting ganti kulit. Manipulasi yang dapat 
dilakukan untuk mempercepat proses ganti kulit adalah melalui manipulasi 
makanan, lingkungan sekitar, penambahan hormone dan teknik pemotongan organ 
tubuh (capit dan kaki jalan). Saat ini teknik pemotongan capit dan kaki jalan 
merupakan teknik yang paling praktis dan diterapkan secara massal.  
Produksi kepiting bakau cangkang lunak melalui manipulasi makanan 
dilakukan terhadap kepiting yang berada pada fase pertumbuhan maksimun yang 
ditandai dengan cangkang pada bagian abdomen bila ditekan terasa keras dan 
tidak ada rongga yang kosong. Pada fase ini kepiting diberi makan secara optimun 
terus menerus akan memicu terjadinya prose ganti kulit sesuai dengan 
dokumentasi yang telah didapatkan dari hasil penelitian  
d. Budidaya Kepiting Bakau Pola Silvofishery 
Silvofishery merupakan gabungan dari dua kata yaitu silvi atau silvo yang 
berarti hutan dan fisheri yang berarti perikanan. Sehingga Silvofishery dapat 
diterjemahkan sebagai perpaduan antara tanaman mangrove (hutan) dengan 
budidaya perikanan 
 
C. Dampak Dan Hambatan Usaha Kepiting Bakau  
1. Dampak Ekonomis  
Kepiting bakau merupakan komoditas perikanan penting dan memiliki 
nilai ekonomis tinggi. Kepiting bakau dimanfaatkan sebagai sumber bahan pangan 
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dan merupakan sumber protein dan bernutrisi tinggi. Dalam hal ini usaha kepiting 
bakau memiliki dampak ekonomis yang tinggi. Hal ini diperkuat oleh Arianto 
seorang pengusaha kepiting bakau mengatakan bahwa : 
“Setelah melakukan usaha kepiting bakau dapat meningkatkan 
kesejahteraan hidup hal ini dibuktikan oleh penghasilan perbulan yang 
dialami bahwa rata-rata penghasilan sebelum adanya usaha kepiting bakau 
adalah Rp 500.000 ke bawah tapi, dengan adanya usaha kepiting bakau 
maka rata-rata penghasilan perbulan mencapi Rp 1.500.000 ke atas, ini 
bukti peningkatan pendapatan melalui usaha kepiting bakau.” (Wawancara 
21 Oktober 2018) 
 
Berdasarkan observasi dan wawancara mengenai dampak ekonomis usaha 
kepiting bakau, tampak jelas bahwa usaha ini memiliki dampak signifikan 
terhadap peningkatan pendapatan masyarakat yang pada urutannya memperbaiki 
kualitas hidup dan ekonomi masyarakat setempat. Dititik ini pula setiap ikhtiar 
dan langkah-langkah pelestarian hutan mangrove oleh masyarakat patut mendapat 
dukungan dari berbagai pihak khususnya pemerintah Kabupaten Sinjai, karena 
mempunyai pengaruh langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat 
kawasan hutan mangrove. 
Dampak ekonomi yang dirasakan dari usaha kepiting bakau sehingga 
perekonomian masyarakat meningkat hal ini di ungkap oleh Halide masyarakat 
kawasan Desa Tongke-tongke menyatakan bahwa: 
“melalui usaha kepiting bakau yang sudah dijalankan selama kurang lebih 
satu tahun memberikan peningkatan perekonomian bagi keluarganya 
sehingga mampu membiayai sekolah anaknya, hal ini dibuktikan oleh 
peningkatan penhasilan rata-rata sebelum adanya usaha budidaya kepiting 
bakau sekitar Rp. 700.000 kebawah dengan adanya usaha kepiting bakau 
sehingga penhasilan meningkat hingga mencapai rata-rata Rp. 2000000 
Per Bulan” (Wawancara 21 Oktober 2018). 
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Dari hasil wawancara mengenai dampak ekonomis usaha kepiting bakau 
sangat jelas terlihat peningkatannya sehingga perekonomian masyarakat 
meningkat. 
Dari Informan yang telah diwawancarai mengenai dampak ekonomi usaha 
kepiting bakau peneliti dapat menyimpulkan bahwa dampak ekonomis yang 
dirasakan masyarakat kawasan hutan mangrove sangat jelas terlihat 
peningkatannya melalui penhasilan yang didapatkan setiap informan.  
2. Dampak Ekologis  
Dalam kegiatan budidaya kepiting bakau baik secara insentif maupun 
tradisional selalu menghasilkan sejumlah limbah yang dapat mempengaruhi 
kualitas lingkungan budidaya. Pada jumlah yang melampaui batas tertentu, limbah 
tersebut akan menyebabkan penurunan kualitas perairan, dan pada akhirnya 
mempengaruhi hewan yang dipelihara. 
Ekologis adanya ketergantungan usaha kepiting bakau terhadap 
lingkungan apabila lingkungan kawasan hutan mangrove terjaga maka usaha ini 
akan berkelanjutan terlepas dari itu perlunya juga ada perhatian khusus dari 
pemerintah daerah. 
3. Hambatan Usaha Kepiting Bakau 
Usaha kepiting bakau memang sangat strategis, kemudian usaha 
memberikan keuntungan besar. Namun demikian, hambatan atau kendala yang 
banyak dialami oleh para pelaku bisnis budidaya kepeting. 
Berikut ada tiga hambatan yang paling sering ditemui dalam menjalankan 
usaha budidaya kepiting bakau. 
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a. Ketesedian bibit kepiting yang terbatas dipengaruhi oleh alam sekitar 
b. Terjadinya kemarau panjang mengakibatkan keberlangsungan usaha 
budidaya kepiting bakau terganggu. 
c. Banyaknya limbah yang masuk dalam kawasan hutan mangrove.  
Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Ilham orang yang 
melakukan budidaya kepiting bakau Desa Tongke-Tongke mengatakan bahwa: 
“Hambatan yang sangat berpengaruh dalam usaha ini adalah masuknya 
limbah kedalam perairan dalam usaha ini yang menyebab pertumbuhan 
kepiting berkuran disamping itu juga dipengaruhi juga oleh cahaya 
matahari apabila mangrove ditanam belum terlalu besar”. (Wawancara, 21 
Oktober 2018) 
 
Dari hasil observasi dan wawancara mengenai hambatan dalam usaha 
kepiting bakau maka peneliti berkesimpulan bahwa sedikitnya ada dua faktor 
yang menjadi hambatan utama dalam pengembangan usaha kepiting bakau di 
kawasan hutan mangrove Desa Tongke-Tongke. Pertama, aspek sosial, terutama 
dalam bentuk lemahnya kesadaran masyarakat (social awareness) dalam 
melestarikan hutan bakau yang ditandai antara lain pembuangan limbah 
rumahtangga yang tidak terkendali dari masyarakat setempat sehingga berpotensi 
merusak kualitas ekosistem hutan bakau. Kedua, aspek ekologis. Karena limbah 
rumah tangga yang melimpah di kawasan tersebut, di samping karena pengaruh 
kemarau panjang, mengakibatkan ketersediaan bibit-bibit kepiting setempat pun 
terbatas. 
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BAB V 
 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Penelitian ini menfokuskan kajiannya tentang bagaimana “Dampak 
Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove Melalui Pemberdayaan Masyarakat dalam 
Usaha Budidaya Kepiting Bakau Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur 
Kabupaten Sinjai,”  Dari rumusan masalah pokok tersebut kemudian diurai ke 
dalam dua sub masalah: (1) Bagaimana dampak ekonomi pengelolaan kawasan 
hutan mangrove melalui usaha kepiting bakau di Desa Tongke-Tongke 
Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. (2) Bagaimana hambatan dalam 
pengembangan usaha pengelolaan kepiting bakau di Desa Tongke-Tongke 
Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.  
Berikut ini dikemukakan rumusan kesimpulan penelitian: 
1. Dari data lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan hutan 
mangrove melalui usaha kepiting bakau di Desa Tongke-Tongke 
Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai mempunyai dampak ekonomi 
yang relatif signifikan. Hal tersebut antara lain terbukti bahwa dengan 
adanya usaha ini masyarakat setempat mampu meningkatkatkan kualitas 
hidup  mereka melalui peningkatan pendapatan, Dari data yang ada 
memperlihatkan bahwa pendapatan rata-rata masyarakat sebelum adanya 
usaha ini sekitar Rp 500.000 /bulan, Namun setelah adanya usaha 
pengelolaan kepiting bakau, pendapatan masyarakat meningkat hingga 
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mencapai rata-rata Rp 1.500.000/bulan. Salah satu dampak dari usaha 
tersebut, anak-anak mereka umumnya dapat melanjutkan pendidikan ke 
jenjang yang lebih tinggi.  
2. Setidaknya terdapat dua faktor utama yang menjadi hambatan pengelolaan  
usaha kepiting bakau di Desa Tonke-tongke. Pertama, aspek sosial, yakni 
lemahnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan hutan bakau yang 
ditandai antara lain pembuangan limbah yang tidak terkendali dari 
masyarakat setempat sehingga berpotensi merusak ekosistem hutan bakau. 
Kedua, aspek ekologis. Karena limbah yang melimpah di kawasan 
tersebut, mengakibatkan ketersediaan bibit-bibit kepiting pun terbatas, di 
samping karena pengaruh kemarau panjang. 
B. Saran 
Berdasarkan pengamatan peneliti dari hasil penelitian yang diperoleh 
selama melaksanakan penelitan dikawasan hutan mangrove Desa Tongke-Tongke 
Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai peneliti menyajikan saran sebagai 
berikut 
1. Perlunya kesadaran manusia dalam menjaga dan melestarikan kawasan 
hutan mangrove demi meningkatnya biota-biota yang ada di sekitara 
kawasan hutan tersebut seperti kepiting, udang, dan ikan. 
2. Dalam usaha budidaya kepiting bakau perlu mendapatkan perhatian yang 
khusus dari pemerintah agar usaha ini berjalan lancar dan dikembangkan 
oleh masyarakat kawasan hutan mangrove, sembari tetap terpeliharanya 
ekosistem hutan mangrove tersebut 
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